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BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 256 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN PEMAKAIAN BANGUNAN KIOS/BANGSAL PENGOLAHAN IKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80
ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat
(5) dan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas
Pelayanan Pemakaian Bangunan Kios/Bangsal Pengolahan
Ikan dengan Peraturan Bupati;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
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BAB VII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 40

(1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan
diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan sanksi
administrasi kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga
terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

Diundangkan di Pasuruan ANDRIYANTO
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 256





